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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 30 TAHUN 2013 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 
Tahun 2010 telah ditetapkan standar reviu bagi Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan 
reviu atas laporan keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin 
kelancaran dalam pelaksanaan reviu atas Laporan 
Keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, 
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Reviu 
Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian 
Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 
tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga; 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN 
KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN 
NEGARA. 

Pasal 1 
Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di lingkungan Badan 
Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara ini. 

Pasal 2 
Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di lingkungan Badan 
Kepegawaian Negara ini wajib dipedomani pereviu di lingkungan 
Inspektorat Badan Kepegawaian Negara sebagai acuan dalam 
melaksanakan reviu laporan keuangan. 

Pasal 3 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Desember 2013 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
EKO SUTRISNO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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